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Implementation of The Management of Local Property at Nunukan District
Educational and Cultural Auathorities

Octavianus Maspanator
octa.hometown@gmail.com
Universitas Terbuka

Abstract

This study aims to determine the implementation of the management of
local property at Nunukan District Educational and Cultural Authorities, the
_ Inconsistency factor of policy and efforts fo improve policy consistency. This study
uses descriptive qualitative method. The findings of this study indicate that (1) the
implementation of the management of local property in the Educational and
Cultural Authorities of Nunukan District has not been fully implemented correctly
{2) the inhibiting factors in implementing policies such as non-intense and not on
target communication, unfulfilled, low awareness and low sense of responsibility
of the implementers and Standard Operating Procedures (SOP) that are not yet
clear and complete in the administration of local property. The results of this
study can be concluded that the implementation of the management of local
property meet the obstacles because there is less communication between related
stakeholders and the lack of coaching and supervision on an ongoing basis. In
addition, evaluation also needs 1o be done on SOP in supporting the performance
of the implementators in the field.
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Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan kabupaten Nunukan

Octavianus Maspanator

octa.hometown(@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan
barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Numikan,
. faktor inkonsistensinya kebijakan dan upaya meningkatkan konsistensi kebijakan
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan hasil penelitian
ini mengindikasikan bahwa (1) implementasi pengelolaan barang milik daerah
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan belum sepenuhnya
dilaksanakan  secara  bemar (2) faktor-faktor penghambat  dalam
mengimplementasikan kebijakan diantaranya komunikasi yang tidak intens dan
tepat sasaran, sumber-sumber pendukung yang belum terpenuhi, kesadaran dan
rasa tanggung jawab implementator yang rendah dan SOP yang belum jelas dan
lengkap dalam penatansahaan barang milik daerah. Hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah menemui
kendala karena antara stakeholder terkait kurang menjalin komunikasi dan tidak
adanya pembinaan serta pengawasan secara berkelanjutan. Selain itu evaluasi juga
perlu dilakukan terhadap SOP dalam mendukung kinerja implementator di
lapangan.

Keywords: Implementation, property management
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BAB IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Objek Penelitian
1. Gambaran umum Kabupaten Nunukan

a. Wilayah administratif

Selama lebih dari 15 tahun menyelenggarakan pemerintahannya,
Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan vyang
cukup pesat baik dilihat dari pembangunan fisik maupun non fisik. Secara
administratif, —Kabupaten Nunukan di tahun 2017 terbagi atas 19
kecamatan, dimana sebelumnya tahun 2016 masih 16 Kecamatan. Tiga
kecamatan baru yang dimekarkan berasal dari kecamatan Krayan dan
Krayan Selatan. Terdiri dari 240 desa/kelurahan dimana Kecamatan
Krayan merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak
dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Nunukan.
b. Kondisi Geografis

Posisi Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai
dengan 118°03' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'S5"
Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan
Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia
menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam
peta lalu lintas antar negara.

Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung
dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Lant
Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten. Bulungan dan Kabupaten

Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia

37
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Timur-Serawak.

Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 ini merupakan hasil
pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 14.325,38 km’.
Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 28 pulau. Sungai terpanjang adalah
Sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangican Sungat Tabur
merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km. Topografi Kabupaten
Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di
sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran
bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah
timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan
dengan ketinggian 1.500 m - 3.000 m di atas permukaan Jaut. Kemiringan
untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk
daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas
15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 - 50%.

Berikut tabel luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Nunukan tahun

2016.
Tabel 4.1
Luas wilayah (km?) per Kecamatan tahun 2016
Kecamatan Luas (Km®) Persentase

(1) : 2 ()
Krayan Selatan 1757,66 12,27
Krayan 183474 12,81
Lumbis Ogong '3357,01 23,43
Lumbis 290,23 2,03
Sembakung Atulai 277,72 1,94
Sembakung 1764.,94 12,32
Sebuku 160848 11,23
Tulin Onsoi 1513,36 10,56
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Set Menggaris 850,48 5,94
Nunukan 564,50 3,94
Nunukan Selatan 181,77 1,27
Sebatik Barat 93,27 0,65
Sebatik 51,07 0,36
Sebatik Timur 39,17 0,27
Sebatik Tengah 4771 0,33
Sebatik Utara 93,27 0,65
Kabupaten Nunukan 14 325,38 106,00

sumber: BPS Kabupaten Nunukan 2017
Luas wilayah péf kecamatan pada tabel di atas dapat kita lihat pada gambar
berikut ini

Gambar 4.1
Luas wilayah (km?) per Kecamatan tahun 2016 (sumber: BPS Kab.Nunukan)

SebatikBarat | sebatic | ] SevatikTimur
0,65% ;36%

B e e Tr

batik Utara

H

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 2017

R
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c. Iklim

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfir
dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang
dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir
yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan
berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga
mengalami 2 musim yaitu musim kemaran dan musim pengﬁuja.n serta
dipengamiai oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan November-
April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi
Kabupaten Nunukan pada tabun 2016, Nunukan mengalami iklim panas
dengan suhu udara rata-rata 28,04 °C. Suhu udara terendah 21,8 °C
terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi 35,0 °C pada bulan Maret. Suhu
udara Kabupaten Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh
topograft Pulau Nunukan yang dikelilingi laut.

Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena
diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup Iuas, Pulau Nunukan
mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi.
Pada tahun 2016 kelembaban udara berkisar antara 42% sampai dengan
100%. Sementara itu curah hujan tertinggi 581 mm® pada bulan
Agustus dan terendah 62,2 mm® pada bulan April, seda;ngkan untuk rata-
rata kecel-)atan angin mengalami penurunan dari pada tahun lah, yaitu
menjadi 4,86 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata.67,08%,

terendah 47% pada bulan Oktober sedangkan tertinggi mencapai 88%
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terjadi pada bulan Februari.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil PEMILU tlegislatif tahun 2014 anggota DPRD Kabupaten
Nunukan bejumlah 25 orang. Enam orang merupakan anggota fraksi Partai
Demokrat, empat orang merupakan anggota fraksi Gerindra, tiga orang
orang merupakan anggota fraksi Partai Golkar, tiga orang m‘er'upakan
anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, tiga orang merupakan -e;n_ggota
fraksi Partai Hanura, dua orang anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan, dua orang anggota fraksi Partai Bulan Bintang dan
anggota Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan
Pembangunan masing-masing satu orang. Apabila melihat la‘tar belakang
pendidikannya, sebagian besar dari wakil rakyat tersebut merupakan
tamatan Strata-1 14 orang (56%), lulusan SLTA 8 orang (32%) dan

lulusan Strata-2 sebanyak 3 orang (12%).

. Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten ﬁunukan pada
tahun 2016 sebanyak 4.361 orang, dimana sebagian besar dari mereka
merupakan pegawai golongan III, yaitu sebesar 52,51%. Untuk
pegawai golongan II berjumlah 1.414 orang atau sebesar 32,42% dan
PNS golongan IV sebesar 530 orang atau sekitar 12,15% dan sisanya
merupakan pegawai golongan L

Dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan,
sebagian besar ASN di Kabupaten Nunukan merupakan tingkat sarjana,

yaitu sebesar 50,40%, diikuti oleh tamatan SLTA 29,05%, Tingkatan
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Pertumbuhan penduduk yang terjadi juga merupakan dampak keberhasilan
pembangunan yang terjadi di Kabupaten Nunukan sehingga menarik minat
pendatang baru untuk tinggal di kabupaten ini.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah
semakin lengkapnya  berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan
masyarakat, i{cmudian dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan,
khususnya kélapa sawit dan i’ndust_ri_ pengolahan kayu sertd sektor
jasa. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola
persebaran penduduk secara keseluruhan. Berdasarkan pola persebaran
penduduk Kabupaten Nunukan menurut luas wilayah terlihat belum merata,
schingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok
antar kecamatan,

Dari enam belas kecamatan yang ada terlihat bahwa Kecamatan
Sebatik Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 329,44
jiwa/km2 diikuti oleh Kecamatan Sebatik Tengah dengan kepadatan 158,44
jiwa/km2. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang
ada hanya  berkisar antara 1,14 — 123,73 jiwajl.anl Ditinjau dari
komposisi penduduk menurut jenis kelamin, ferlihat bahwa pada tahun
2016 jumlah penduduk laki- laki di Kabupaten Nunukan masih lebih
banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,77
artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat -113-114 orang laki-
laki.
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Gambar 4.4
Prramida penduduk Kabupaten Nunukan 2016

% Perempuan/ Female

Laki-Laki/Male
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Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 2017
Sctelah kita lihat dominasi penduduk laki-laki di Kabupaten Nunukan lebih tinggi
. dibanding kaum perempuan, maka pada tabel berikut akan lebih- detail 1adi

diperlihatkan rasio penduduk laki-laki dan perempuan tiap kecamatan.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk dan Rasio Jemis XKelamin Menurut Kecamatan di
KabupatenNunukan 2016
K ecamata Jenis Kelamin Rasio Jenis
Laki-laki | Perempuan Jumlah Kelamin
Krayan Selatan 1056 954 2010 110,69
Krayan 3558 3084 6 642 115,37
Lumbis Ogong 2678 2578 5256 103,88
Lumbis 2582 2363 4 945 109,27
Sembakung Atulai 1339 1281 2 620 104,53
Sembakung 3212 2920 - 6132 110,00
Sebuku 6915 5757 12672 120,11 -
Tulin Onsoi 4779 3555 8334 134,43
Sei Menggaris 5357 4293 9 650 124,78
Nunukan 34 629 30973 65 602 111,80
Nunukan Selatan 12213 10278 22 491 118,83
Sebatik Barat 4310 3765 8075 114,48
Sebatik 2 568 2219 4787 115,73
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Sebatik Timur 6 579 6 325 12 904 104,02
Sebatik Tengah 3992 3 567 7559 111,91
Sebatik Utara 2955 2 865 5 820 103,14
Kabupaten Nunukan | 98 722 86 777 185 499 113,77

Sumber : BPS Kabupaten Nunukan 2017
Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk terbanyak berada di
Kecamatan Nunukan sebesar 65 602 jiwa yang merupakan ibukota dari
Kabupaten Nunukan, dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecémata_n
Krayan Selatan dimana kecamatan ini dari segi geografis sulit dijangkau,
hanya dengan transportasi udara saja dapat ditempuh untuk menjangkau

kecamatan ini.
5. Agama

, Keberagaman agama yang ada di Nunukan tidak membuat
masyaraicat terpecah karena perbedaan, justru sikap toleransi terjalin
dengan baik di Kabupaten ini. Kerukunan antar umat beragama ini
membuat seluruh masyarakat hidup dengan penuh kedamaian tanpa
adanya gesekan yang terjadi. 72,98% dan penduduk Kabupaten Nunukan
adalah Muslim. Agama lain yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten

Nunukan  adalah  kristen  sebanyak 18,27%, katolik sebanyak

| 8,54% dan sisanya adalah hindu, budha dan lainnya.
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Pendidikan merupakan dimensi pembentuk dan penentu kualitas
sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
secara merata dan menyeluruh dilaksanakan dengan adanya program
wajib belajar sembilan tahun, kejar paket A, B, dan C.

Tolok ukur umum yang bisa digunakan untuk  melihat
keberhasilan pendidikan di suatu wilayati adalah penyediaan
sarana dan prasarana  pendidikan yang memadai, baik gedung
sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid terhadap guru. Secara
umum sejak tahun pelajaran 2000/2001 hingga 2016/2017 jumlah
sarana sekolah jenjang TK hingga SMU/SMK, baik negeri maupun
swasta yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nunukan secara kuantitatif mengalami perkembangan.

Pada tahun 2016 sarana pendidikan yang tercatat di
Kabupaten Nunukan terdiri dari 133  Sekolah Dasar, 12
Madrasah Ibtidaiyah, 45 Sekolah- Menengah Pertama, 6 Madrasah
Tsanawiyah, 15 Sekolah Menengah Atas, 5 Madrasah Aliyah, dan
8 Sekolah Menengah Kejuruan.

Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terbentuk sesuai
dengan PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daecrah,
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Adapun yang menjadi visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang bertagwa,
berkarakter, berkualitas, merata dan berkeadilan melalui
penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan yang menjadi misi adalah:

1) meningkatkan pendidikan dan pengalaman ajaran agama dalam
kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Ma.ha Esa. i

2) meningkatkan pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan.

3) membina kualitas dan relevansi pendidikan.

4) meningkatkan manajemen pendidikan.

5) membina dan mengembangkan generasi muda, olah raga, bahasa,
seni dan budaya.

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan
fungst:

1) perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan sesuai dengan
rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

2) perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis teknis
di bidang Pendidikan.

3) perumusan, perencanaan, pembinaan dan penéendalian
kebijakan teknis pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah

Dasar
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4) perumusan,  perencanaan, pembinaan dan  pengendalian
kebijakan teknis peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan.

5) perumusan,  perencanaan, pembinaan dan  pengendalian
kebijakan teknis PLS, pemuda dan olah raga.

6) pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

7) pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

8) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Dalam mewujudkan visi misi yang ada berbagai program
prioritas telah disusun diantaranya :

1) Pengembangan Sistem dan Standar Pendidikan yang bertumpu
pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Anak Usia Dini di
setiap Desa, Pendidikan Dasar Universal dan Pendidikan
Menengah yang bermutu, Berkesetaraan Jender dan Relevan
dengan Kebutuhan Masyarakat di Kecamatan.

3) Penguatan Tata Kelola, Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem
Pengawasan Intern dan Pencitraan Publik pengelola pendidikan.

4) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenis dan
jenjang satuan pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini

hingga Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan.
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5) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
dan pembelajaran.

6) Percepatan Penuntasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional).

7) Peningkatan Kompetensi, Keprofesionalan, Kualifikasi dan
Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan Pemerataan
penempatan Guru pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan.

8) Pengembangan satuan pendidikan kejuruan yang bermutu dan
merata di seluruh wilayah Kecamatan dengan spesifikasi yang
bertumpu pada potensi wilayah.

9) Pengembangan sistem pembelajaran dan database pendidikan
berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

10) Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Nunukan

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Nunukan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris
a) Sub bagian penyusunan program dan keuangan
b) Sub bagian umum, aset dan kepegawaian
c) Sub bagian ;;enyelenggaraan tugas perbantuan

3) Bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal
a) Seksi kelembagaan kurikulum dan peni.laian
b) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter

4) Bidang pembinaan SD dan SMP
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a) Seksi kurikulum dan penilaian
b) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter
¢) Seksi kelembagaan dan manajemen pendidikan
5) Bidang kebudayaan
a) Seksi cagar budaya dan permuseuman
b) Seksi kesenian dan tenaga kebudayaan
¢) Seksiscjarah dan tradisi
65 Bidang pembinaan ketenagaan
a) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan paud dan pendidikan
non formal
b) Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
7) Bidang sarana dan prasarana
a) Seksi pembangunan
b) Seksi rehabilitasi dan pemeliharaan
¢) Seksi perencanaan dan pengawasan
8) Unit pelaksana teknis dinas
9) Kelompok jabatan fungsional
Adapun struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 4.6
Struktur orgamnisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Nunukan
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sumber: Subag umum, aset & kepegawaian dinas pendidikan dan kebudayaan
2017

Unit pelaksana teknis yang berada di kecamatan merupakan
perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini
karena luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani dan keterbatasan
jangkaﬁan karena kendala geografis wilayah beberapa kecamatan yang
hanya dapat dijangkau lewat sungai maupun udara, sehingga peran unit
pelaksana téknis sangat membantu khususnya dalam pelayanan kepada
satuan pendidikan secara cepat. Unit pelaksana teknis yang ada pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan berjumlah 10 unit, dan

dijabat oleh seorang kepala dengan pangkat eselon IV A.
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Mengingat peran yang sangat penting dalam membentuk mental,
budi pekerti dan intelektual dalam pendidikan, maka sumber daya aparatur
juga harus siap dan handal dalam menberikan pelayanan yang terbaik.
Aparatur sipil negara yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nunukan berjumlah 63 orang dengan kualifikasi pendidikan
yang berbeda-beda, mulai dari tamatan SLTA, diploma dan sarjana.

Tabel 4.4

Sumber daya aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang pendidikan Jumlah (orang)
S2 3
S1 27
D3 6
D2 1
D1 1
SLTA 23
SLTP 2
Jumlah aparatur 63 orang
sumber: Subag umum, aset dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan 2017

Dari tabel terlihat sumber daya aparatur yang dimiliki oleh
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagian besar berkualifikasi
pendidikan sarjana S1 sedangkan terkecil berkualifikasi D1 dan D2.
c. Bagian aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan
Bagian aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Nunukan dimana didalamnya dikelola oleh pengurus dan penyimpan
barang berada dalam lingkup sub bagian umum, aset dan
kepegawaian. Peran bagian aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sangatlah penting kargna pengamanan seluruh aset yang telah

dibelanjakan dari anggaran belanja daerah baik berupa belanja modal
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maupun barang pakai habis harus teradministrasi secara baik sehingga
dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan benar.

Bagian aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut dalam
pengelolaan barang milik daerah secara benar dengan bekerja sama
kepada penyimpan barang yang berada di Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD_) yang berada di tiap kecamatan dalam pengelol_aan
barang seara benar yang meliputi 'pefcncanaan kebutuhan dan
penganggaran barang, pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan
distribusi, pengendalian barang inventaris, penghapusan serta
pembinaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang, inventarisasi
barang milik daerah serta pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Bagian aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dtharapkan
mampu untuk mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah
dengan UPTD, dalam inventarisasi seluruh aset yang ada secara jelas
dan transparan yang memiliki kepastian hukum dan nilai serta
akuntabilitas sehingga diketahui apa-apa yang menjadi aset dalam
penguasaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Gambaran umum kebijakan pengelolaan aset daerah di Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan.

Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Nunukan diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 8 tahun 2009 tentang

perubahan atas Perda Kabupaten Nunukan nomor 11 tahun 2008 tentang

pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan Peraturan Bupati sendin




43369.pdf
tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari perda
int belum ada. Peraturan Bupati yang ada hanyalah :

1) Peraturan Bupati Nunukan nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

2) Peraturan Bupati Nunukan nomor 33 tahun 2011 tentang Tata Cara
Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan dan Pelaporan
Pengadaan Serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

3) Peraturan Bupati Nunukan nomor 34 tahun 2011 tentang Tata Cara
Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran Barang Milik Daerah
Kabupaten Nunukan.

4) Peraturan Bupati Nunukan nomor 35 tahun 2011 tentang Tata Cara
Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Nunukan.

5) Peraturan Bupati Nunukan nomor 37 tahun 2011 tentang
Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Nunukan,
Peraturan Bupati yang ada saat ini merupakan lingkup dari

pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam
Permendagri 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah.
a. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
Dalam Permendagri 17 tahun 2007 pada bab V &ijelaskan
bahwa dalam proses penerimaan hasil pengadaan barang Panitia
Penerima hasil Pekerjaan setelah melaksanakan pekerjaannya

memeriksa barang membuat berita acara hasil pemeriksaan barang,
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jika ternyata bahwa barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai
dengan persyaratan scbagaimana tertera dalam surat perjanjian
dan/atau dokumen penyerahan lainnya, maka berita acara
pemeriksaan barang segera diberitahukan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen yang melaksanakan pengadaan. Berdasarkan Berita Acara
pemeriksaan barang tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen harus
segera ﬁ;ngambil tindakan penye]esai'an; jika telah se'sﬁai' | maka
barang tersebut dapat diserahkan kef)ada penyimpan barang /pengurus
barang untuk disimpan.

Penerimaan barang sebagaimana termuat dalam Perda no 34
tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan dan
Penyaluran Barang Milik Daerah Kabupaten Nunukan, pasal 2 antara
lain:

(1) Pemeriksaan/pengujian dan penerimaan hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa dan hasil perolehan dengan cara hibah
dari pihak ketiga atau karena suatu perjanjian/perijinan tertentu
atau dengan cara lainnya yang sah, dilakukan oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

(2) Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barangfjasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan
Hasil Pekerjaan (BAPHP).

(3) Pengujian hasil pekegjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Uji Coba
(BAUC).

{4) Penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan (BASTHP).

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat oleh Pengguna Barang/Kunasa Pengguna
Barang yang jumlah anggotanya pasal yang disesuaikan dengan
kompleksitas, jumlah barang yang akan diperiksa serta dapat
melibatkan tenaga teknis terkait.

(6) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai
berikut;
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a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

b. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah
melalui pemeriksaan/pengujian; dan

¢. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekerjaan (BASTHP)
(7) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita
Acara Uji Coba (BAUC) bila dilakukan uji coba barang,

Setelah barang diterima dan dinyatakan baik maka selanjutnya dilakukan
penyimpanan barang di gudang penyimpanan. Apabila sewaktu-waktu barang
tersebut diperlukah maka dilakukan proses penyaluran barang berdasarkan
perintah penyaluran barang oleh pengguna barang, dengan membuat berita acara

penyaluran barang. Hal ini membutuhkan kejelian dan ketelitian dari penyimpan

barang sehingga penatausahaan barang berjalan dengan baik.
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B. Hasil Penelitian

1. Profil Informan

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara

kepada informan, maka akan diuraikan data-data hasil penelitian yang

dikumpulkan. Data primer yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari

informan yang dianggap kompeten dalam memberikan data yang

dibutuhkan terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara dﬂakukan

dengan 7 orang informan yang terdiri dari kepada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Kabid Aset, Inspektorat, Kepala UPTD Nunukan, Pengurus

dan Penyimpan Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Para pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari

informan utama di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :

a,

b.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Jayamartom, SE
Pengurus barang , Marjuni
Pengurus Barang, Harri Bin Idris, S.Pd

Penyimpan Barang, Lazarus Kopong

Sedangkan informan triangulasi dari pihak yang dianggap mengetahui

pelaksanaan pengelolaan barang, yaitu :

a.

Kepala Bidang Aset DPKAD, Edy Sanre, ST, MAP

b. Inspektorat, Dimas Aditya, S.Hut,

C.

Kepala UPTD Nunukan, Mursalim, S.Pd

2. Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, akan dilihat dari 3 sub fenomena berikut :
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a. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala OPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pelaksanaan tugas penyimpan barang

c. Pelaksanaan tugas pengurus barang

Adapun penjelasan dari 3 sub fenomena tersebut adalah :

a. Pelaksanaan Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala OPD Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembahasan dari implementasi mengacu pada teori Edward 1III,
dan masing-masing bagian akan dibahas berdasarkan fenomena
penelitian yang diamati. Proses analisis dari fenomena yang diamati
akan dilakukan dengan proses triangulasi dari sumber informasi.

1) Pertanggung jawaban penggunaan barang milik daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari pertanyaan yang diajukan ini ada beberapa jawaban yang
berbeda akan tetapi dari jawaban yang berbeda ini pada dasarnya ada
suatu titik temu, karena setelah informan menjelaskan lebih mendalam
temyata terdapat suatu kesamaan maksud yang diinginkan, sebagai
contoh apa yang disampaikan oleh Dimas Aditya, S.Hut dari
Inspektorat yang mengetuai tim Pemeriksaan pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tahun ini, mengatakan bahwa :

“khusus di dinas pendidikan, laporan asetnya malah kami
nilai tidak kredibel, jadi ada beberapa seperti aset-aset
sekolah pencatatannya masih terdapat kekurangan, mungkin
karena penyampaian ke sekolah yang tidak benar. Misal
asetnya yang dibawah kapitalisasi masih tercatat sebagal
aset, padahal harusnya hanya sebagai belanja barang saja

atau dicatat sebagai daftar ekstra compatable tapi tetap
tercatat sebagai aset dan itu dilaporkan ke Dinas dan
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menjadi aset Diknas contohnya pada dana BOS, terus ada
juga aset di sekolah yang diperoleh dari bantuan langsung
dari pusat yang masuk ke sekolah itu nilainya tidak
tercantum contohnya dana literasi, blockgrand dan Diknas
juga tidak mempunyai prosedur untuk melakukan penilaian
aset 1tu”.

Dari pemyataan ini diketahui bahwa pelaporan aset yang kurang
baik berada pada satuan pendidikan atau sekolah, dimana pencatatan
terhadap barang yang bersumber dari dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) maupun dana hibah langsung dar pusat seperti dana
literasi dan blockgrand tidak dicatat dengan benar. Selain itu tidak
adanya pelatihan yang diberikan terhadap pengelola barang di sekolah
sehingga kurang mengerti cara pencatatan aset di sekolah. Pernyataan
senada juga disampaikan oleh Kepala UPTD Nunukan Mursalim, S.Pd
yang mengatakan :

“dalam pelaporan dana BOS terkadang sekolah-sekolah
mengalami keterlambatan pelaporan, hal ini karena
kelalaian sekolah sendiri yang terlambat membuat laporan
dari dana yang mereka gunakan sendiri, bahkan kepala
dinas sudah menegur kami agar secepatnya jemput bola ke
sekolah. Hal ini terkait laporan aset yang berasal dari dana
BOS, membuat neraca dinas belum sempurna”.

Hasil dari wawancara ini, sama dengan yang dikatakan informan
sebelumnya bahwa kendala berada di sekolah-sekolah yang terkadang
lambat melaporkan belanja modal yang menjadi aset yag berasal dan
dana BOS. Sementara dari pemyataan Edy Sanre, ST, MAP Kepala
Bidang Aset Daerah mengatakan :

“secara umum Kkita bercerita untuk SKPD Diknas hampir
keseluruhan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan
aturan yang ada. Cuma kita melihat khususnya di Diknas,

karena Diknas berbeda dengan OPD yang lain, Dinas
Pendidikan mempunyai UPTD dimana saat ini sekolab-
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sekolah itu uda termasuk dalam wilayah UPTD sehingga
perlu penanganan, perhatian yang lebih serius terhadap
UPTD ini, apalagi kab nunukan yang geografisnya
menyebar ada beberapa kecamatan yang jauh hanya bisa
ditempuh oleh pesawat sehingga untuk pembinaan, dan
pengawasan di beberapa UPTD dan sekolah 1tu memerlukan
perhatian yang lebih serius. Ditambah lagi dengan Sumber
daya manusia yang ada di masing-masing UPTD itu”.

Hasil wawancara ini informan mengatakan, secara umum sudah
baik pelaporan aset oleh Dinas, a.kan tetapi diakni ada beberapa
kendala yang dihadapi selain karena faktor geografis yang sulit
dijangkau seara cepat sehingpa keterlambatan dalam pelaporan dan
faktor sumber daya manusia yang mengelola aset ini yang belum siap
secara baik dalam mengelola aset yang dimiliki. Pembinaan serta
pengawasan yang lebih serius dibutuhkan untuk sekolah-sekolah.
Informan berikut yaitu pengurus barang Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Marjuni mengatakan :
“kalau untuk 2017 sepertinya pertanggungjawaban barang
milik daerah ini masih belum lengkap, lagipula barang ini
kebanyakan bukan berada di kita tetapi di sekolah,
kemudian di dinas pendidikan sendiri barang yang
seharusnya berada di penyimpan itu juga tidak ada di
penyimpan contoh kamera, handycam tidak ada disini.
Artinya. peminjam pertama meminjam di aset setelah itu
tidak ada pengembalian”

Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan, apakah berita

acara pemegang barang ada dibuat ?
“tidak semua ada dibuat, dan baru saat ini ditelusuri ke
bidang-bidang. Sampai saat ini serah terima dari 2016 ke
2017 tidak ada diserahkan, sehingga tidak tabu berapa
jumlah aset yang berada di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Sehingga barang berupa laptop, motor dinas
tidak diketahui siapa yang memegang”
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Kesimpulan pernyataan ini adalah masih dijumpai beberapa
barang, walaupun tidak semuanya yang menjadi aset baik yang berada
di sekolah maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri
belum teradministrasi dengan baik oleh pengurus dan peyimpan
barang di Dinas Pendidikan dan UPTD. Kondisi ini dapat
menyebabkan aset yang ada rentan kehilangan yang disebabkari-
karena keberadaan aset yag tidak terlacak: Selain itu komunikasi yang
kurang baik terjadi antara pengurus barang di tahun 2016 ke pengurus
barang yang baru tahun 2017 sehingga tidak ada serah terima terhadap
aset yang telah ditangani sebelumnya. Informan berikut Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan H. Jayamartom, SE
menyampaikan bahwa:

“Pada dasamya seluruh penggunaan barang milik daerah di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah tercatat dengan
baik oleh .bagian aset kita, akan tetapi memang setelah
pemeriksaan oleh BPK kemarin masih terdapat kekurangan
pelaporan, bukan berarti fiktif, diantaranya belanja modal
dari dana BOS dan hibah oleh pusat dalam hal ini
Kementerian Pendidikan yang pelaporan asetnya masih
terdapat kekurangan, karena sekolah-sekolah belum
memberikan laporan yang lengkap. Mengelola aset Dinas
Pendidikan memang tidak mudah karena jumlah aset yang
tersebar luas sampai ke satuan pendidikan atau sekolah-
sekolah yang mana untuk sekolah ini berada dalam naungan
UPTD kita vang ada di kecamatan. Sedangkan untuk
pengelolaan aset di Dinas Pendidikan sendiri kifa terus
berusaha melengkapi setiap data barang yang belum tercatat
dengan baik, memang faktor sumber daya manusia yang
mau mengelola dengan baik yang sulit kita dapatkan. Saya
sudah memerintahkan kepada aset kita yang berada naungan
subag umum untuk didata dengan baik”.

Pemnyataan dari Kepala Dinas ini senada  dengan beberapa

pernyataan yang telah diberikan oleh informan sebelumnya, memang
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masih  terdapat beberapa kekurangan yang terjadi dalam
pertanggungjawaban penggunaan barang milik daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan baik oleh UPTD yang menaungi satuan
pendidikan maupun di lingkup Dinas Pendidikan itu sendiri.
Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kebijakan Pengelolaan barang milik
daerah dituyjukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil
guna (efektif dan efisien). Pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan
bertujuan untuk memastikan apakah setiap barang milik daerah
yang telah ditetapkan status penggunaannya telah dilakukan
pencatatan secara tepat serta dicatat menurut penggolongan dan
kodefikasi barang.
2) Bentuk sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
telah dilakukan
Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kebijakan
pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan tepat sasaran
hal ini karena belum terjalinnya komunikasi yang baik baik antara
Bidang Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dengan UPTD yang tersebar di kecamatan maupun satuan pendidikan

dibawahnya. Kurang intensnya pertemuan yang dilakukan dalam
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bentuk sosialisasi pengelolaan barang milik daerah berdampak
terhadap ketidak akuratan maupun keterlambatan dalam penyampaian
laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang yang
dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Harri Bin Idris, S.Pd
pengurus barang tahun 2016 :

“untuk sosialisasi baru mengumpulkan kepala sekolah saja
untuk diberikan penjelasan apabila ada kegiatan di- dinas,
karena minimnya anggaran yang diberikan”.

Hal serupa juga diungkapkan Lasarus Kopong sebagai penyimpan
barang tahun 2016:

“belum pernah mengikuti sosialisasi sehingga susah untuk
memberikan ilmu kepada penyimpan barang yang ada di
UPTD maupun penyimpan barang sekarang di diknas.
Format yang dikirimkan tetapi tidak tau cara mengisinya
schingga hanya meraba saja. Paling kami hanya
menyampaikan kepada kepala sekolah atau kepala UPTD
untuk disampaikan ke pengurus barang di UPTD dan
sekolah”.

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Marjuni :
“usulan kemarin kami sudah minta untuk sosialisasi tetapi
pada saat kita mau melaksanakan ke lapangan tidak ada
anggaran. Bentuk sosialisasi di tahun 2017 ini kepada
pengelola aset di dinas belum ada. Sehingga di UPTD dan
sekolah masih bingung membuat laporan apalagi dengan
input Simda”.

Pernyataan yang disampaikan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa sosialisasi tentang pengelolaan barang milik daerah jarang
dilakukan, baik kepada pengelola barang di Dinas Pendidikan, UPTD
maupun pengelola barang di ‘sekolah. Sosialisasi yang dilakukan
sebatas penyampaian kepada kepala sekolah maupun kepala UPTD

apabila ada kegiatan di Dinas Pendidikan, hal ini juga dirasa kurang
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bermanfaat karena penyampaian yang dilakukan kepada sekolah dan
kepala UPTD kepada pengelola barang belum tentu sama dengan apa
yang disampaikan pengelola barang di dinas. Komunikasi akan lebih
efektif apabila kebijakan yang telah dibuat disampaikan kepada
individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan
sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik.
Ketiadaan anggaran menjadi faktor yang berﬁehéaﬁm pada
pelaksanaan sosialisasi oleh pengelola barang di Dinas Pendidikan dan
kebudayaan kepada UPTD dan satuan pendidikan. Informan Dimas
Aditya, S.Hut mengatakan:
“Sosialisasi tentang kebijakan yang dikeluarkan sangat
penting. Seseorang tidak akan mungkin dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik apabila ia belum pernah mendapatkan
pelatihan tentang apa yang harus dilakukannya, bimbingan
itu perlu dan harus berkelanjutan”.

Pernyataan informan di atas dapat disimpulkan komunikasi yang
intens tentang suatu kebijkan yang dikeluarkan akan berdampak besar
pada setiap implementator dalam pelaksanaannya. Komunikasi ini
harus terus dibangun secara berkelanjutan atau tidak terputus,
sehingga dampak dari implementasi kebijakan ini akan berjalan
sebagaimana yang dibarapkan dan permasalahan yang nantinya
ditemukan dapat diselesaikan bersama-sama. Informan dar Bagian
Aset Daerah Edy Sanre, ST, MAP mengatakan:

“kalau di bagian aset , karena kami sebagai pengelola kami
dulu yang melakukan pelatihan lebih dahulu kepada
anggota kami supaya bisa memahami dan menularkan
kemampuannya kepada OPD lain seperti Diknas. Jadi itu

salah satu cara, cara yg lain kami mengundang seluruh OPD
dalam hal ini pengurus dan penyimpan barang kita hadirkan
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narasumber dari BPK, BPKP pusat dan BPKP provinsi.
Tahun 2016 memang belum pernah ada sosialisasi kepada
OPD, tetapi tahun 2017 sudah kita lakukan sosialisasi yang
menghadirkan nara sumber. Untuk OPD seperti diknas yg
mempunyai UPTD, biasanya diknas sendiri menyiapkan
anggaran untuk melatih teman-teman yang ada di UPTD
nya dan teman-teman yang ada dt aset turun untuk latih dan
kami juga siap di DPKAD untuk melakukan pembinaan ke
wilayah kab. Nunukan salah satunya sekolah-sekolah
bagaimana caranya melakukan pengelolaan aset daerah
yang baik, dan sudah dilakukan melibatkan pengurus
penyimpan barang. Salah satu contoh yang pemnah
dilakukan yaitu dinas kesehatan mereka ingin dilatih
bagaimana  menggunakan  simda, jadi mereka
menganggarkan dan memanggil semua penyimpan
barangnya, terus mereka melakukan pelatiban di dinasnya
dan yang memberikan materi itu teman-teman di aset. Ada
juga pelatihan apabila bagian aset apabila DL ke sebatik
kami melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah”.

Berdasarkan penyampaian informan diatas, Bagian Aset DPKAD
Kabupaten Nunukan sudah pernah melakukan bimtek mengenai
pengelolaan barang milik daerah ditahun 2017 dengan mengundang
nara sumber yang kompeten, akan tetapi kegiatan ini tidak rutin
dilakukan pada tiap tahun, karena tahun sebelumnya bentuk kegiatan
yang sama tidak dilakukan, sehingga akan berdampak kepada kinerja
pengelola barang di tahun 2016 apalagi sumber daya manusia yang
mengelola barang pada setiap OPD yang berganti tiap tahunnya,
seperti yang dialami oleh- OPD Dinas Pendidikan saat ini. Sasaran
bimtek yang dilakukan juga dirasa kurang merata karena hanya pada
pengelola barang yang berada pada OPD yang ada, dan tidak
menjangkau pengelola barang yang ada di UPTD atau sekolah-

sekolah. Namun, dari penjelasan informan bahwa Bagian Aset

Daerah, siap apabila pengelola barang pada Dinas Pendidikan dan
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Kebudayaan akan melakukan kegiatan bimtek atau sosialisasi kepada
UPTD maupun sekolah dengan memberikan bantuan tim
pendampingan yang akan memberikan materi. Kendala lain muncul,
karena tidak adanya anggaran khusus yang diberikan bagi OPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kegiatan sosialisasi.
Hal ini juga disampaikan oleh H. Jaya Martom, SE :
“bentuk sosialisasi ini ada kami lakukan akan tetapi hanya
sebatas penyampaian kepada kepala sekolah dan kepala
UPTD saja tidak langsung kepada pengelola barang yang
berada pada tiap UPTD dan satuan pendidikan pada tiap
kecamatan, karena terkendala anggaran untuk itu”.

Hal senada juga disampaikan Mursalim, S.Pd:

“memang pernah disampaikan kepada para kepala UPTD,
akan tetapi karena kami kurang mengerti tentang maksud
dan cara mengaplikasikannya, sehingga kami juga
kebingungan menyampaikannya, akhirnya tidak dipahami.
Kami mengharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sering melakukan sosialisasi kepada kami maupun sekolah-
sekolah agar maksud dan tuyjuannya dipahami”.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bentuk komunikasi yang
terjadi mengalami kendala, informasi yang' disampaikan melalui
perantara sehingga penyampaiannya tidak dipahami oleh pengelola
barang di UPTD. Hal ini dapat berdampak pada kekeliruan
mengartikan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga implementasinya
tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Mekanisme rekrutmen pengelola barang

Mendapatkan seorang pengelola barang yang bertanggungjawab

terbadap tugasnya memang bukan hal yang mudah, menjadi seorang

‘pengelola barang tentunya dibutuhkan kesabaran, ketekunan,
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ketelitian dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan
pengelolaan barang. Hasil wawancara dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam memilih seorang pengelola barang tidak
ada keriteria khusus yang dinilai terlebih dahulu terhadap orang
tersebut, tetapi hanya berdasarkan penunjukan secara langsung saja.
Walaupun terkadang yang ditunjuk sebagai pengelola barang ingin
menolak -tetapi karena rasa 'sﬁn'gkan dan keadaan terpaksa sehingga
tetap menerima tugas yang diberikan oleh pimpinan. Pengelola barang
yang akan ditunjuk hendaknya juga memperhatikan golongan seorang
aparatur, akan lebih baik bagi aparatur yang berada pada minimal
golongan II a, sehingga nantinya diharapkan aparatur ini akan lama
sebagai pengelola barang. Hal ini seperti yang dikatakan informan
marjuni sebagai pengurus barang, bahwa :
“kalau saya maunya yang disitu harus punya keahlian dalam
penarikan maupun penyimpan barang, karena disini
semuanya pemula baru mulai sehingga teknis yang dasar ini
tidak kita maliki.
Informan lain Lasarus Kopong mengatakan:
“langsung ditunjuk saja dan tergantung orangnya , apakah
mau bekerja dengan baik atau tidak. Sudah pernah
mengusulkan untuk diganti tetapi tidak diganti juga”.
Kesimpulan yang dapat diambil dalam wawancara diatas terlihat
bahwa keterbatasan pengetahuan seorang pengelola barang hanya
dengan kriteria tertentu saja seperti keahlian penarikan barang maupun
menyimpan barang padahal tugas yang nantinya akan dilakukan tidak
hanya sebatas itu saja. Ditambah lagi dengan ketidak siapan orang

yang ditunjuk untuk mengelola barang, bahkan upaya untuk diusulkan
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agar diganti dengan orang yang lebih mampu pernah dilakukan.

Informan Dimas Aditya, S.Hut mengatakan bahwa:

“kalau rekrutmen saya pikir tidak terlalu penting, yang
penting peningkatan kapasitas pengelola barang. Rekrut
bisa siapa saja selama dia punya kejelian dalam
menatausahakan, saya pikir keahlian kita bisa dibentuk
setelah kita melakukan pekerjaan itu”.

Demikian juga dengan apa yang disampaikan Edy Sanre, ST, MAP

bahwa:

“kalau rekrutmen biasanya pegawai minimal golongan II a,
maksimal IT d kita tidak mengharapkan dia di golongan III,
karena biasanya dia sudah dipersiapkan untuk mengisi
jabatan struktural. Jadi apabila dia gol II a otomatis dia
posisinya lama di jabatan itu, posisi unfuk pengurus dan
penyimpan barang jadi dia bisa lebih mahir. Tapi bal ini
tidak tertuang di dalam aturan, karena masing-masing
kab.kota berbeda. Pergantian teman-teman yang menjadi
pengurus dan penyimpan barang ini yang menjadi kendala
utama kita dalam pengelolaan aset yang baik dan benar.
Jika terjadi pergantian otomatis yang baru ini akan belajar
awal dari nol. Kami sudah berusaha kepada seluruh SKPD,
jika mereka mengusulkan orang baru untuk mengganti
orang vang lama biasanya kami berkonsultasi apakah ini
karena pengurus yang lama sudah tidak bersedia, biasanya
kita beri pertimbangan karena repot untuk memulai lagi
dari awal. Tetapi kami juga tidak bisa memaksakan harus
ini, kita sifatnya fleksibel, dan memjadi tanggung jawab
kami untuk melakukan pembinaan kepada pengelola yang
baru.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen

pengelola barang bisa dipilih siapa saja selama mempunyai kejelian

| dalam menatausahakan barang, dan pengelola tersebut nantinya akan

dibelaki dengan bimbingan teknis sehingga akan memilik pengetahuan

yang lebih baik lagi dalam menunjang pelaksanaan tugasnya.

Diharapkan juga aparatur yang nantinya akan mengelola barang

hendaknya berada pada golongan II atau maksimal pada golongan IId,
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sehingga aparatur ini diharapkan akan lama dalam mengelola barang
karena tidak diharapkan adanya pergantian atau mutasi terhadap
pengelola barang sebab membutuhkan persiapan yang cukup lama
dalam pembekalan ilmu pengelolaan barang yang nantinya akan
diimplementasikan dalam tuganya. Tentunya hal ini juga harus
didukung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam
perckrutan seorang pengurus dan penyimpan barang. Informan
Mursalim, S.Pd juga menyampaikan:
“yang penting orang itn harus pegawal, karena dia akan
punya tanggung jawab, karena pegawai kami di UPTD juga
terbatas, ya saya tunjuk aja staf saya untuk menjadi
penyimpan barang di UPTD”.
Informan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Jayamartom,

SE mengatakan :

“memang dalam memilih seorang yang benar-benar
berkompeten dalam pengelolaan barang ini agak sulit,
apalagi barang milik daerah yang dimiliki oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dari kuantitasnya sangat besar
dan tersebar sampai UPTD dan satuan pendidikan atau
sekolah-sekolah, Pengelola barang yang sudah ditunjuk pun
terkadang tidak membuat laporan sebagaimana diharapkan,
dan kita sadari karena sumberdaya yang ada apalagi sampai
di wilayah terpencil memang agak susah, mau tidak mau
pengelola barang yang berada di Dinas ini yang harus lebih
ekstra kerja keras agar laporan barang kita tetap berjalan
baik. Kedepan akan semakin kita tingkatkan dengan lebih
baik lagi™.

Hasil dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa, seorang yang
akan direkrut menjadi pengelola barang hatuslah seorang Aparatur
Sipil Negara (ASN), kendala terhadap sumber daya aparatur di UPTD

memang sulit dirasakan, apalagi kondisi di UPTD tidak semua
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memang berada pada daerah dengan jangkauan yang mudah dilalui,
tetapi ada beberapa memang dengan kondisi medan yang sulit dengan
jarak tempuh sangat jauh ditambah keterbatasan sarana transportasi
dan ketersediaan listrik, maupun sinyal komunikasi sehingga laporan
pengelolaan barang ini terkendala. Pada akhirnya pengelola barang
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya harus
melap-orkanrseluruh pengelolaan barang ini dalam rekon yang diadakan
setiap tahunnya dengan Bagian Aset Sekretariat Daerah Kabupaten
Nunukan, juga dengan pihak auditor seperti Inspektorat, BPKP dan
BPK. Akan tetapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus
berbenah diri sehingga kedepan pengelolaan barang milik daerah ini
akan lebih baik.
4) Bagaimana penyediaan anggaran dan lainnya dalam pengelolaan
barang milik daerah
Keberhasilan pengelolaan barang milik daerah tidak lepas dari
dukungan anggaran yang memadai baik untuk operasionalisasi maupun
insentif kepada pengelola barang itu sendiri. Hambatan akan ditemui
apabila kegiatan tidak didukung dengan anggaran yang ada, seperti
diungkapkan oleh H. Jayamartom, SE yang mengatakan:
“untuk penyediaan anggaran khusus untuk operasional
dalam pengelolaan barang milik daerah memang kita tidak
ada, selama ini apabila pengurus dan penyimpan barang
ingin ke lapangan kita berikan melaui anggaran monev yang
sudah ada, akan tetapi karena jumlahnya tidak besar dan
juga diperlukan oleh seluruh bidang sehingga
penggunaannya dibatasi, memang diperlukan anggaran
besar dalam aset, baik untuk pelatihan ke pengelola barang

di UPTD maupun pengelola barang di sekolah. Kami
berusaha akan kita usulkan kedepannya tentunya kita harus
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mendapat persetujuan dulu dari tim anggaran maupun
kemampuan keuangan daerah yang ada”.

Demikian juga dikatakan Edy Sanre, ST, MAP :

“OPD hendaknya bercermin, bahwa dalam setiap
pemeriksaan BPK, inspektorat atau BPKP itu selalu yang
berhubungan dengan aset. Jadi mau tidak mau paling tidak
di kasubag umumnya sudah mengerti ini adalah hal yang
prioritas dan harus disiapkan anggaran untuk itu baik dalam
inventarisasi aset ataupun pelatihan terhadap teman-teman
yang membidangi itu. Kalau dulu kami juga menyediakan
anggaran khususnya kepada pengurus dan penyimpan untuk
mendapatkan honor yang di SK kan dari SK bupati, dimana
anggaran itu kami yang sediakan. Tetapi saat ini kami
meminta kepada OPD sendiri yang menyediakan anggaran
untuk honor, kami hanya membantu dalam SK bupati
terhadap pengurus dan penyimpan barang hal imi karena
keterbatasan anggaran yang ada di bagian aset dan
bertambahnya OPD baru™.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa diakui ketersediaan
anggaran untuk alokasi pengelolaan barang di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan tidak ada dianggarkan, sehingga pengelola barang
kesulitan dalam melakukan kegiatan ke lapangan seperti inventarisasi,
penatausahaan maupun sosialisasi kepada pengelola yangada di UPTD
dan sekolah-sekolah. Hendaknya dari pelajaran yang tiap tahunnya
didapatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui
pemeriksaan rutin oleh tim auditor, bahwa kinerja pengelola barang
akan selalu mendapatkan sorotan karena opini oleh BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD), salah satu tolak
ukurnya adalah Dinas Pendidikan dan kebudayaan sendiri. Maka dari

itu, sudah seharusnya disiapkan anggaran khusus dalam mendukung

fercapainya opini yang baik dari pemeriksaan oleh BPK, dengan
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mendukung keberhasilan kinerja pengelola barang. Opini lain informan
Dimas Aditya, S.Hut mengatakan:
“kita harus mulai berpikir untuk menggunakan aplikasi, jadi
belanja lebih besar harusnya untuk pengadaan aplikasi
dalam pengelolaan barang ini, sehingga memurahkan
operasional kita. :
Kesimpulan dari wawancara ini ingin mengatakan bahwa belanja
untuk aplikasi juga tidak kalah pentingnya, sehingga penyediaan
sarana pendukung untuk memudahkan kinerja pengelola barang harus
didukung. Informan dari pengurus barang Marjuni mengatakan bahwa:
“anggaran sudah kita minta untuk dimasukkan kedalam
renja kedepan, saya harap tahun depan sudah bisa jalan
karena untuk mendampingi kegiatan bos karena belanja
modal kegiatan ini tidak ada tembusan ke kita schingga
harus dilakukan pendataan.

Pertanyaan lebih lanjut peneliti tanyakan, bagaimana dengan tugas

pengelola barang di UPTD?
“tidak jalan selama ini, kemarin saya sudah coba ke mereka
mencoba apa permasalahan yang timbul ketika sekolah
belanja, pasti tembusan ada di UPTD, kenapa begitu
laporan spj masuk, UPTD tidak lagi cek barangnya,
kemudian yang jadi permasalahan itu apa? dari pengelola
barang UPTD nunukan bilang kami mau ke sekolah tetapi
anggaran tidak ada”.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, ketiadaan anggaran
dialami bukan hanya oleh pengelola barang di dinas saja, akan tetapi
dialami oleh pengelola barang yang berada di UPTD. Terutama
laporan barang dari belanja modal yang bersumber dari dana BOS.
Inisiatif sudah dilakukan oleh pengelola barang agar usulan anggaran

pengelolaan barang dapat tercover pada tahun depan.
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5) Standar operasional yang telab ditetapkan dalam pengelolaan
barang milik daerah
Kepatuhan terhadap suatu kebijakan yang telah dikeluarkan akan
berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengimplementasiannya.
Adanya ketentuan alur pelaksanaan atau standar operasional pekerjaan
yang lengkap, diharapkan dapat diikuti sehingga alur pelaksanaan
dapat terkontrol dengan baik dan berpengaruh pada hasilnya. Dari hasil
wawancara dengan informan H.Jayamartom, SE mengatakan bahwa :
“Perda Kabupaten Nunukan nomor 8 tahun 2009 yang
merupakan perubahan dari perda sebelumnya tentang
pengelolaan barang milik daerah, memang belum
ditindaklanjuti dengan keluamya Peraturan Bupati tentang
pengelolaan barang milik daerah. Dalam Peraturan Bupati
hanya mengatur tentang penghapusan, perencanaan dan
lainnya. Akan tetapi ini sudah baik dan dapat dijadikan
‘pedoman pengelolaan barang. Sebenarnya cuma masalah
orang yang melaksanakan saja, mau bekerja dengan benar
atau tidak berdasarkan ketentuan yang ada”.
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Mursalaim, S.Pd

“standar operasional itu kalau kita lihat ada di dalam Perda
dan Perbup Kabupaten Nunukan™

Informan Edy Sanre, ST, MAP juga mengatakan bahwa :
“ada standar, kalau selama ini sebagian besar kita mengacu
pada peraturan bupati yang sudah kita buat yaitu perbup 34-
37 tahun 2011 yang merupakan tindak lanjut permendagri
17 tahun 2007 . kita juga ada perda no 8 tahun 2009.
Didalam Perbup ada SOP tentang penghapusan”.
Kesimpulan dari wawancara ini, yaitu Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan telah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang .
pengelolaan barang milik daerah yaitu Perda no 08 tahun 2009 yang

merupakan perubahan dari Perda no 11 tahun 2008 tentang
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Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan tindak lanjut dart
Permendagri 17 tahun 2007. Apabila ketentuan ini diikuti dan dipatuhi
dalam pengelolaan barang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka
implementasinya akan berjalan baik. Informan Dimas Aditya, S.Hut
mengatakan :
“ada tetapt tidak lengkap. SOP itukan mengatur siapa
melakukan apa, dan waktunya masing-masing orang
melakukan itu. Dalam aturan kita yang ada juga tidak diatur
mengenai ketentuan bagaimana penilaian barang yang
bersumber dari dana Hibah yang selama ini sekolah saja
tidak mengetahut berapa harga perolchannya. Nah kita
belum ada prosedur dalam melakukan penilaian aset itu”.
Kesimpulan dari wawancara ini bahwa standar operasional
mengenai pengelolaan barang milik daerah memang sudah ada, tetapi
beberapa ketentuan yang menjadi hambatan di lapangan belum
tertuang dalam ketentuan yang ada. Seperti halnya prosedur penilaian
barang yang bersumber dari dana hibah oleh pusat, dimana harga
perolehan barang tidak dicantumkan dalam hibah barang. Dengan
adanya prosedur ini maka sekolah akan mudah melakukan pencatatan
terhadap barang yang belum tercantum harga perolehannya.
b. Pelaksanaan tugas penyimpan barang
1) Upaya vyang telah dilakukan dalam mengimplementasikan
kebijakan.
Upaya yang dilakukan penyimpan barang selama ini dari hasil
wawancara dengan Lasarus Kopong :
“untuk aset yang belum kami ferima datanya, khususnya di
sekolah kami sudah berusaha menyampaikan melalui UPTD

dan kepala sekolah untuk dilengkapi, dan kami tidak bisa
jemput bola karena kendala tidak ada anggaran”.
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Kesimpulan dari hasil wawancara ini bahwa penyimpan barang
tidak bisa berbuat banyak karena adanya keterbatasan jangkauan ke
sekolah-sekolah, dan hanya mengandalkan inisiatif dari kepala sekolah
dan pengelola barang dalam melaporkan aset yang dimiliki sesuai
dengan apa yang diharapkan. H. Jaya martorn dalam wawancara juga
mengatakan :
“kami sadari apa yang menjadi tanggung jawab penyimpan
barang memang menemui kendala, tetapi kita akan terus
berusaha terus agar dari tahun ketahun permasalahan ini
dapat diatasi”.

Hal senada juga disampaikan oleh Mursalim, S.Pd:

“kami berusaha mengamankan semua aset-aset yang ada,
paling tidak dicatat dulu lah™.

Dapat disimpulkan dari wawancara ini dari apa yang telah dilakukan
adalah untuk pelaksanaan implementasi yang baik walaupun
mengalami kendala akan tetapi sudah berusaha dalam melaksanakan
pengamanan barang daerah melalui pencatatan sehingga seluruh aset
yang ada teradministrasi. Informan bapak Edy Sanre, ST, MAP
mengatakan:
“selama ini kami perhatikan pemeriksaan yang dilakukan,
ini lebih fokus kepada dinas yang besar seperti dinas PU,
pendidikan dan kesehatan dan selama ini teman-teman
sudah dapat bekerjasama dengan baik walaupun terkadang

hasil pemeriksaan terdapat kekurangan yang ditemukan
termasuk dana BOS dan blockgrand terhadap laporan aset

”

nya”.

Dapat disimpulkan dari wawancara ini bahwa penyimpan barang pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah dapat melakukan tugasnya
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dengan baik meskipun terkendala dalam pengelolaan dana BOS dan
blockgrand, hal ini terlihat dari pemeriksaan yang dilakukan kepada
OPD tersebut.
2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan
Dalam pelaksanaan tuganya penyimpan barang menemui
kendala, hal ini sesuai daengan apa yang disampaikan Lasarus
Kopong dari wawancara yang dilakukan :
“terkendala gudang penyimpanan tidak ada sehingga
barang-barang yang ada bingung mau ditaruh dimana,
apalagi kalau sampai hilang kan bisa repot. Sementara
barang-barang ini jumlahnya tidak sedikit, dan kita sudah
"meminta agar ada bangunan khusus untuk gudang
penyimpanan”.
Demikian juga dengan apa yang disampaikan H. Jayamartom, SE
bahwa:
“memang aset dinas ini sangat banyak mulai dari atk sampai
barang lainnya, sehingga kalau tidak ada gudang khusus

maka rentan barang tersebut bisa tercecer atau hilang. Xita
akan rencanakan untuk bisa dibangunkan gudang

penyimpanan”.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa hambatan dihadapi
dalam implementasi ini yaitu tidak adanya gudang penyimpanan
khusus untuk seluruh barang-barang yang ada, baik dari alat tulis
kantor sampai dengan barang elektronik lainnya. Hal ini membuat
barang-barang yang sudah ada tidak tersimpan secara aman, dan
rentan terhadap kehilangan. Upaya untuk itu sudah direncanakan akan
membangun gudang.‘ penyimpanan  kedepannya  sehingga
permasalahan ini dapat teratasi. Informan Edy Sanre, ST, MAP

mengatakan :
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“untuk menyimpan seluruh aset dinas seharusnya memang
disediakan gudang khusus , sehingga kerjanya penyimpan
barang semakin mudah”.
Ini juga didukung dari wawancara dengan Dimas Aditya, S.Hut yang
mengatakan bahwa:
“untuk OPD sekelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sudah harus dong mempunyai gudang penyimpanan karena
aset yang dimiliki juga besar”.
Hasil wawancara ini disimpulkan bahwa pengémanad aset untuk OPD
seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat didukung sekall,
dengan membangun gudang penyimpanan khusus sehingga
mempermudah kerja dari penyimpan barang.
c. Pelaksanaan tugas pengurus barang
1) Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan
kebijakan
Pengurus barang pada Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk
menginventarisir seluruh barang yang ada, meskipun dengan
keterbatasan yang dimiliki karena pergantian yang baru dilakukan pada
tahun ini, sehingga pengelolaan barang pada Dinas Pendidikan int
merupakan suatu tantangan baru. Hasil wawancara dengan informan
Marjuni mengatakan bahwa:
“sudah menyusun untuk kegiatan yang berjalan tahun ini,
berdasarkan spj yang masuk dan dicatat belanja modal yang
ada”.
Hasil wawancara ini dapat disimpulkan, bahwa apa yang dilakukan
pengurus barang pada tahun ini dengan inventarisir seluruh barang yahg

ada melalui belanja modal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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sedang dilakukan. Inventarisir seluruh aset yang ada hendaknya juga

terhadap seluruh aset yang ada di UPTD maupun pada sekolah-sekolah.

Informan H.Jayamartom, SE dalam wawancara mengatakan:
“inventarisir seluruh aset harus dilakukan secara lengkap,
sehingga tidak ada lagi belanja apapun yang ada baik di
dinas, UPTD dan sekolah yang tidak tercatat. Hal ini karena
pertanggungjawaban seluruh belanja yang ada apalagi yang
menjadi aset harus jelas”.

Wawancara dengan Dimas Adifya S.Hut j_'uga-mengataka;l:
“Pimpinan harus tahu urgensinya soal kredibilitas pelaporan
aset kita, setelah paham upaya selanjutnya menginventarisir
seluruh masalah aset kita, prosedur apa yang tidak lengkap,
menginventarisir apa yang menyebabkan sekolah sulit atau
salah mencatat. Setelah itu kita ajak aset, inspektorat
ketentuan apa yg kita buat untuk menutupi celah itu”.

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan, kegiatan inventarisasi
barang milik daerah hendaknya dilakukan dengan benar, bahkan dari
setiap hambatan di lapangan juga harus dicarikan jalan keluar bersama-
sama oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bagian aset pemda dan
inspektorat sehingga permasalahan ini tidak kembali terjadi. Informan
Edy Sanre ST, MAP juga mengatakan:

“inventarisasi aset memang tidak mudah, apalagi aset-aset
yag sudah bertahun-tahun dan tersebar dimana-mana,
apalagi kondisinya pun kita tidak tahu, memang harus ada
kerjasama yang baik dari semua pihak khususnya yang ada
hubungannya dengan dinas”.
Hasil ini ingin mengatakan, bahwa memang bukan hal yang mudah
mengelola aset apalagi dengan banyaknya aset yang dimiliki seperti
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus ada kerjasama yang baik dan

tentunya dibutuhkan aparatur yang berkompeten dalam mengelolanya.
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2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan
Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa kendala yang dihadapi sebagian besar karena ketidak akuratan
data yang ada, laporan dari pengelola barang UPTD dan sekolah yang
tidak lengkap dan minimnya anggaran yang diberikan kepada pengelola
aset. Hal ini mengakibatkan sulitnya melakukan koordinasi dengan
pihak pengelola UPTD dan sekolah, penyampaian informasi yang tidak
terlalu jelas dan bimbingan atan sosialisasi kepada tiap pengelola
barang yang tidak dapat dilakukan. Meskipun pengelola barang pada
tiap UPTD telah mendapatkan insentif yang sesuai tetapi tidak ada
tindak lanjut laporan aset yang diberikan. Langkah-langkah yang telah
dilakukan dalam hal ini akan memberikan sanksi berupa penghentian
insentif kepada pengelola barang apabila tidak memberikan laporan
pengelolaan aset yang dimiliki dan mengusulkan tambahan anggaran
bagi pengelola aset dalam melakukan sosialisasi tentang pengelolaan
barang milik daerah. Hal ini seperti yang dikatakan informan Marjuni :
“pengelola barang sekolah terkadang bingung membuat
laporan, sehingga kadang salah, mungkin karena tidak ada
sosialisasi ke mereka. Pengelola barang UPTD juga ada
yang tidak menyerahkan laporan, dan UPTD juga tidak bisa
membantu karena tidak ada anggaran ke sekolah. Harapan
kami kedepannya anggaran ada disediakan supaya lebih
mudah koordinasi”.
Hal ini juga dikatakan oleh H.Jayamartom, SE:
“memang kita membutuhkan anggaran untuk aset dinas,
sehingga bisa membantu pengelola aset bekerja lebih
maksimal khususnya sosialisasi ke pengelola barang UPTD

dan sekolah, sehingga nantinya tidak ada lagi alasan tidak
bisa. Akan kita upayakan untuk disetujui anggaran ini-”.
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Dapat disimpulkan dari wawancara ini, bahwa hambatan kinerja
pengelola barang karena sumber daya yang ada tidak disiapkan terlebih
dahulu, yaitu mendapatkan pelatihan yang optimal dalam bidang
tugasnya, sementara tuntutan yang diharapkan sangat besar sehingga
apa yang diharapkan tidak tercapai dengan baik. Informan Dimas
Aditya, S.Hut mengatakan dalalam wawancara bahwa:
“pertama orang, dikita ini jarang yang mempunyai
terobosan, kedua dinas-dinas cenderung tidak merasa perlu
untuk melaporkan asetnya secara kredibel. Jadi yang konsen
tentang pelaporan aset ini hanya DPKAD dan inspektorat,
sehingga apabila laporan kevangan jelek berarti dianggap
supervisi oleh inspektorat jelek. Jadi harus benahi SDM
harus lebih baik™.

Kesimpulan dari wawancara ini yaitu, peningkatan kualitas SDM
juga harus ditingkatkan karena menjadi faktor penentu dalam pelaporan
yang kredible, dan tentunya sumber daya yang ada harus terlebih dulu
disiapkan dengan pelatihan. Hal ini senada dengan yang dikatakan
Mursalim, S.Pd

“kami minta dilatih dulu pengelola barang, jadi mereka
mengerti setelah itu baru bertugas™.

Hasil wawancara ini mengatakan bahwa pengelola barang di UPTD
juga belum mendapatkan pelatthan yang memadai, sehingga belum
menguasai bidang kerjanya.
3. Faktor — faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset
Kebijakan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar menjamin
terlaksanannya pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Tentunya untuk mencapai sasaran ini beberapa faktor akan berpengaruh
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terhadap kelangsungan pengelolaan secara baik. Dalam wawancara dengan
Dimas Aditya, S.Hut mengatakan bahwa :

“komunikas1 sangat penting, kadang maksud kita tidak
sampai ke teman-teman di pengelola barang sekolah dan
masalah yang mereka sampaikan kita tidak mengerti dan
apa yang kita sampaikan tidak sampai ke mereka dan tidak
lupa juga SOP yang lengkap sehingga memudahkan apabila
ada hambatan yang ditemui”.

Informan Edy Sanre, ST, MAP juga mengat;ikan bahwa ;

“faktor yang sangat berpengaruh yaitu SDM, karena
individu itu sendiri yang langsung terlibat di dalamnya. Jadi
kalau dia tidak kapabilitas atau tidak mampu akan sangat
menyusahkan. Apalagi kondisi geografis kita luas sehingga
beban pengelolaan ini besar karena aset kita tersebar luas.
SDM harus kita latih, diklatkan . kedua jangan ada mutasi,
atau sudah dipersiapkan pendamping sebelumnya minimal
setahun sehingga sudah familiar dengan pekerjaan. Ketiga
masalah, anggaran terutama kondisi defisit saat ini, untuk
memaksimalkan inventarisasi terkendala biaya yang ada”.

Hal senada juga disampaikan H. Jaya Martom, SE mengatakan bahwa;

“faktor yang berpengaruh besar yaitu person atau orang
yang mengelola barang ini karena baik tidaknya dari orang
yang melaksanakan, kemudian perlu adanya diklat
pengelola, harus diberi bekal dulu sebelum bekerja. Hal tak
kalah pentingnya juga anggaran unfuk pengelola aset ini
harus ada dan lainnya terkait prasarana penunjang seperti
gudang khusus untuk penyimpanan barang™.

Penyampaian dari informan Mursalim, S.Pd juga mengatakan:
“kalau saya lihat kendala kami yah di anggaran yang
kurang, kemudian pelatihan kepada pengelola barang itu
perlu sekali”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan faktor
komunikasi selama ini dirasa kurang terjalin dengan baik antar para
pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan barang milik

daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saja komuniasi
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ini rutin dilakukan dan tanpa melalui perantara maka kesalah pahaman
dan kekeliruan dalam pengelolaan barang milik daerah bisa
diminimalisir, informasi yang disampaikan akan jelas sampai kepada
pengelola yang bertanggung jawab.

Faktor sumber daya manusia juga mempunyai peranan sangat
penting di dalam penatausahaan barang milik daerah, kejelasan dan
konsistennya suatu kebijakan dapat diimplementasikan apzibila
implementator telah siap dengan sumber daya yang dimiliki, dan
tanggung jawab penuh sehingga kebijakan dapat dilaksanakan efektif
dan efisien.

Faktor lainnya yaitu anggaran yang memadai disiapkan kepada
pengelola barang milik daerah, karena hal ini mendukung kerja
pengelola barang dalam pengimplementasian kebijakan yang dibuat.
Ketersediaan sarana prasarana juga sangat dibutuhkan karena akan
mendukung pengamanan aset-aset yang dimiliki dan kemudahan kerja
bagi pengelola barang.

Menyiapkan standar operasional yang lengkap juga sangat penting,
karena banyak hambatan yang ditemui bisa dapat diselesaikan apabila
sudah ada standar yang memadai yang akan memudahkan siapa saja
dalam mengimplemantasikan kebijakan.

4. Upaya dalam menjaga konsistensi kebijakan
Hasil wawancara dengan Edy Sanre, S.Hut mengatakan bahw;va:
“sanksi itu perlu apabila kebijakan tidak dilaksanakan

dengan sebagaimana diharapkan dan pengawasan yang
lebih ketat lagi sehingga orang merasa dipantau”.
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Informan lain Dimas Aditya dalam wawancara mengatakan :
“supervist yang dilakukan secara terus menerus, kedua ada
semacam raport untuk menilai, setelah itu dari raport kita
beri sanksi atau reward. Reward bisa berupa honor(uang)
ataupun pengakuan atas kinerja seseorang”.

Hal senada juga disampaikan H. Jaya martom, SE, yang mengatakan

bahwa:
“pengawasan harus kita lakukan sesering _Iriuhgkjn_,
sehingga kita akan tahu apakah mereka sudah melakukan
sesuai yang diamanatkan dan kalau tidak kita akan beri
sanksi ke mereka”.

Informan Mursalim juga mengatakan :
“sebaiknya apa pengawasan rutin dari dinas supaya
terpantau, jadi tidak tunggu waktu mepet baru didesak sana
sini”.

Hasil yang dapat disimpulkan dari wawancara di atas yaitu upaya
dalam menjaga konsistensi kebijakan maka perlunya dilakukan
pengawasan secara berkesinambungan terhadap pengelolaan barang
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini agar implementasi
kebijakan yang telah dibuat akan di pantau pelaksanaannya sejauh mana
sudah dilaksanakan para implementator. Hal ini akan membuat para
implementator  tidak akan melalaikan apa yang menjadi
tanggungjawabnya khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah
secara cermat. Sanksi juga hendaknya diberikan apabila memang para
implementator ini sering lalai dalam melakukan tanggung jawab yang

diberikan, dan khususnya bagi mereka yang berkinerja baik akan ada

reward yang diberikan sehingga menjadi pemacu untuk terus menerus
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meningkatkan kinerjanya dan menjadi pemacu untuk implementator

yang lainnya.
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C. Pembahasan
1. Implementasi kebijakan
a. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala OPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
1) Pertanggung jawaban penggunaan barang milik daerah pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari hasil wawancara terhadap bebefdpa informan, maka terdapat
beberapa kendala dalam pertanggung jawaban penggunaan barang milik
daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :

a. Pelaporan aset khususnya di sekolah masih terdapat kekurangan,
hal ini disebabkan pencatatan terhadap aset tetap belum sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Bupati no 30 tahun 2014, satuan minimum untuk aset
tetap berupa peralatan dan mesin adalah sama atau lebih dar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Harga perolehan Barang yang belum lengkap khususnya yang
bersumber dari dana literasi dan blockgrand yang merasal dari
pusat, sehingga berpengaruh terhadap pelaporan aset secara
tepat. Prosedur penilaian terhadap barang hibah ini belum ada,

sehingga tidak ada kepastian nilai perolehan dari sekolah.

¢. Keterlambatan pelaporan terhadap bélanja modal yang menjadi
aset berasal dari dana BOS, yang disebabkan kelalaian sekolah

membuat laporan.
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d. Sumber daya manusia yang belum siap mengelola aset dan tidak
adanya koordinasi yang baik antar pengelola barang lama
dengan yang baru menggantikan.

2} Bentuk sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
telah dilakukan

Sosialisasi dirasakan sangat kurang dan tidak tetap sasaran, sehingga

para implementator tidak dapat mengimplementasikan kebijakan ‘d.éhgan
baik hal ini karena tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi.
3) Mekanisme rekrutmen pengelola barang
Tidak ada kriteria khusus dalam merekrut pengelola barang, tetapi
yang diharapkan seorang pegawai dengan minimal golongan Ha dan
maksimal golongan IId, dibarapkan aparatur ini akan lama dalam
mengelola barang sehingga akan terbiasa dan mahir.
4) Penyediaan anggaran dan lainnya dalam pengelolaan barang milik
daerah
Penyediaan anggaran untuk pengelolaan barang sangat kurang, baik
untuk kegiatan sosialisasi maupun inventarisasi. Hal ini yang membuat
banyak hal yang ingin dilakukan tetapi tidak dapat terlaksana.
5) Standar operasional yang telah ditetapkan dalam pengelolaan barang
milik daerah
. Sudah ada Perda no 08 tahun 2009 tentang Pengeloaan Barang Milik
Daerah tetapi bqlum lengkap, hal ini karena hambatan di lapangan
mengenai penilaian aset yang bersumber dari dana ‘literasi, blockgrand

dan lainnyé yang bersifat hibah yang tidak mencantumkan harga
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perolehan sehingga sekolah tidak dapat melakukan pencatatan secara
tepat.
. Pelaksanaan tugas penyimpan barang
1) Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
penyimpan barang sudah berupaya mengimplemantasikan kebijakan
yang ada, meskipun beberapa kekurangan dan kendala yang dihadapi di
lapangan.
2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan
Prasarana pendukung yaitu gudang penyimpanan dirasa kurang
karena, aset yang harus diamankan sangat banyak dan dan besar. Untuk
itu telah dilakukan pengusulan untuk pembangunan gudang
penyimpanan.
. Pelaksanaan tugas pengurus barang
1) Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan
Inventarisasi aset yang ada sangat perlu dilakukan, sehingga aset
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang jumiahnya sangat besar dapat |
teradministrasi secara baik.
2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan
Kendala dalam pelaporan aset secara benar dan tepat waktu, hal ini
karena pengelola barang khususnya di UPTD dan sekolah belum dibekali
dengan ilmu yang memadai mengenai pengelolaan barang milik daerah,
secharusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengelola
barang. Hal ini membuat pengelola barang di dinas berupaya sebisa

mungkin jemput bola kelapangan mendapatkan keakuratan data.
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Taksonomi Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Implementasi —

Kepala OPD
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Pencatatan aset di sekolah belum
sesuai dengan kebijakan akuntansi
pemerintah )

Harga perolehan bar;mg yang belum
lengkap dari dana literasi& blockgrand
Keterlambatan pelaporan belanja -
modal dana BOS o

* Ketidak siapan sumber daya manusia

dalam mengelola aset

Sosialisasi dirasa sangat-kurang dan
tidak tepat sasaran

Pengelola barang hendaknya gol 11,
sehingga akan lama dan
berpengalaman

Kurang tersedianya anggaran dalam
pengelolaan barang

SOP sudah ada, tetapi masih belum
mengatur penilaian aset dad dana
literasi & blockgrand

Penyimpan Barang

‘Sudah ada upaya dalam implementasi

kebijakan, walupun masih ada
kekurangan dan kendala yang dihadapi
Kurangnya prasarana pendukung yaitu
gudang penyimpanan

Pengurus Barang

Inventarisasi aset sangat diperlukan
sehingga aset ﬂapat teradministrasi
dengan baik

Pelaporan yang tidak benar dan tepat
waktu karena minimnya pengetahuan
yang dimiliki
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset
Dalam pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya:

1) Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara stakeholder
terkait dalam pengelolaan barang,

2) Sumber dayaimanusia yang tidak siap dan prasarana yang belum
memadai. "~

3) Sosialisasi pengelolaan barang yang belum pemah diberikan

4) Anggaran yang tidak memadai, schingga dirasa tidak mendukung
dalam pengelolaan barang milik daerah.

5) Belum adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas yang diberikan.

6) Standar operasional yang belum jelas dan lengkap, dalam

mendukung penatausahaan barang secara tepat.

Taksonomi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset

Tidak terjalin dengan baik antara
stakeholder terkait

Komunikasi

Sumber-sumber yang ada belum
Sumber-sumber mendukung implementasi
pengelolaan barang milik daerah.

Faktor-faktor

Disposisi Belum ada kesadaran dan rasa
tanggung jawab implementator
di lapangan

SOP yang belum jelas dan
lengkap dalam penatausahaan
barang '

Struktur birokrasi |—
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3. Upaya dalam menjaga konsistensi kebijakan
Perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan, schingga
implementasi kebijakan yang dijalankan dapat termonitor dengan baik
Selain itu pemberian sanksi kepada para implementator yang berkinerja
tidak baik dan pemberian reward kepada mereka yaung berkinerja baik.
Dalam komunikasi kebijakan konsistensi harus diperhatikan agar

implementator dapat melaksanakan secara efektif.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Implementasi kebijakan
a. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Kepala OPD Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
1) Penggunaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Secara umum seluruh barang milik daerah pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sudah diterima dan berada dalam penguasaan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan maupun satuan pendidikan di bawahnya,
hanya terdapat keterlambatan dan kesalahan pelaporan yang
disebabkan sumber daya yang belum memadai dalam pengelolaannya.
2) Bentuk sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah
Sosialisasi pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan belum
intens dilakukan, baik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
sendiri, UPTD dan séluruh satuan pen&idikan.
3) Seperti apa mekanisme rekrutmen pengelola barang
Implementator yang mengelola barang sudah dijabat oleh seorang
pegawai, hanya saja pergantian pengelola barang vang selalu berganti
tiap tahunnya schingga sumber daya yang ada belum maksimal
melakukan tugasnya.

4) Penyediaan anggaran dan lainnya dalam pengelolaan barang milik

daerah
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Pengelolaan barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak
didukung dengan penyediaan anggaran yang memadai dalam
melakukan sosialisast dan inventarisasi barang milik daerah.

5) Standar operasional yang telah ditetapkan dalam pengelolaan barang
milik daerah

Dalam implementasi kebijakannya, sudah didukung dengan standar
operasionél yang ada, akan tetapi masihlterdapat kelemahan karena
tidak mengcover permasalahan yang ditemui di lapangan.

b. Pelaksanaan tugas penyimpan barang
1) Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan

Sebagai implementator kebijakan pengelolaan barang, penyimpan
barang sudah berupaya melakukan tugasnya dengan baik, meskipun di
lapangan masih terdapat kekurangan yang ditemui.

2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan

Dalam mengimplementasikan kebijakan, mengalami hambatan
karena ketidaktersediaan prasarana penyimpanan seluruh aset yang
dimiliki, sehingga pengamanan aset menjadi lemah.

¢. Pelaksanaan tugas pengurus barang
1) Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan
Sebagai Implementator kebijakan pengelolaan barang, pengurus
barang sudah berupaya agar seluruh aset yang dimiliki tidak hanya
terdata di atas kertas tetapi juga dilakukan pemeriksaan lapangan

agar apa yang tertuang sesuai dengan kondisi fisik di lapangan dan
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terkodefikasi. Upaya melalui rekonsiliasi juga selalu dilakukan
bersama dengan bagian aset Sekretariat Daerah.
2) Hambatan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan
Implementator belum dapat menyajikan laporan secara benar dan
tepat waktu khususnya di UPTD dan sekolah, sehingga pengelola
barang di dinas untuk menyajikan laporan secara tepat berupaya

sebisa mungkin mendapatkan data tersebut ke lapangan.

2. Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan

aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya :

a)

b)

d

Komunikasi

tidak terjalin dengan baik antar stakehoder terkait dalam pengelolaan
barang

Sumber daya,

sumberdaya manusia belum siap dalam mengelola aset, ketersediaan
anggaran yang belum mendukung dan prasarana pendukung berupa
gudang penyimpanan yang belum tersedia.

Disposisi

belum adanya kesadam dan rasa tanggung jawab para aparatur untuk
melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu.

Struktur birokrasi.

belum adanya standar operasional yang lengkap dan jelas dalam

mendukung penatausahaan barang secara tepat.
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3. Upaya menjaga konsistensi
Aparatur sebagai pelaksana kebijakan hendaknya semakin memahami
tugas yang harus dilakukan berdasarkan arah kebijakan yang telah tertuang
dalam peraturan pelaksanaan, hal ini menjadi acuan kerja apakah sudah
melaksanakan sesuai_ yang scharusnya atau tidak. Sebagai tindak lgn_jutnya

maka perlu pengawasan secara berkelanjutan dari pimpinan terhadap

' pelaksanaan implementasi kebijakan agar 'Mpleméritasi di lapangan sesual - |

dengan yang diharapkan.

Apabila dalam pengawasan ditemukan aparatur yang lalai dalam
melaksanakan tugasnya maka teguran perlu diberikan, dan bila hal ini sering
dilakukan maka pemberian sanksi tegas juga harus diberlakukan terhadap
implementator yang lalai sehingga akan menimbulkan efek jera dan
pembelajaran baik implementator lainnya.

Selain pemberian sanksi maka pemberian reward juga perlu diberikan
kepada implementator yang mempunyai prestasi baik dalam pengelolaan
barang. Hal ini akan menjadi pemacu bagi aparatur tersebut maupun lainnya
untuk lebih meningkatkan kompetensi yang dimilikinya agar dapat
meningkatkan kemampuannya dan mempertahankan prestasi yang sudah

dicapai.




43369.pdf g7

B. Saran

Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke

depan hendaknya memperhatikan :

1.

Pencatatan aset di sekolah hendaknya mengacu pada Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Bupati no 30 tahun 2014, satuan minimum untuk aset tetap berupa
peralatan dan mesin adalah sama atau lebih dari i{pl.SO0.000,00 (satu jﬁfi.l:
lima ratus ribu rufiah).

Meminta kepada pemberi bantuan atau hibah, untuk melengkapi harga
perolehan barang yang diberikan, sehingga pencatatan terhadap harga
perolehan barang lebih akurat.

Menginformasikan kepada kepala sekolah agar segera membuat laporan
pertanggung jawaban penggunaan dana BOS untuk belanja modal yang
menjadi aset, sehingga laporan Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
lebih akurat dan tepat wakiu, jika perlu memberikan sanksi kepada sekolah
yang lalai dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana
BOS.

Menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, jujur dan memiliki
rasa tanggung jawab dalam mengelola aset, dengan dibekali pendidikan
dan pelatihan yang memadai.

Melakukan sosialisasi dan komunikasi yang intents langsmg kepada

implementator di lapangan sehingga meminimalisir kesalahpahaman.

- Pengelola barang hendaknya pegawai golongan II, dan aparatur tersebut

nantinya tidak dimutasi sehingga diharapkan aparatur ini akan lama dalam
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mengelola barang serta memiliki pengalaman yang baik dan
mempersiapkan juga melatih staff lain sehingga nantinya mempunyai
pengalaman apabila akan menggantikan pengelola barang yang lama.

7. Menyiapkan anggaran baik untuk kegiatan sosialisasi maupun operasional
yang akan mendukung kineja pengelola barang dalam melakukan
tanggung jawabnya dengan baik.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan hendaknya membuat SOP yang
lebih komprehensif yang nantinya menjadi penuntun arah bagi
implementator di lapangan, sehingga penatausahaan barang milik daerah
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjalan seperti yang diharapkan.

9. Menyiapkan prasarana pendukung yaitu gudané penyimpanan yang
memadai dalam mengamankan dan memudahkan pendistribusian seturuh
aset yang dimiliki.

10. Melakukan inventarisasi aset secara berkelanjutan sehingga kebenaran

dokumen barang sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
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PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, pertanyaan diarahkan pada bagaimana implementasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nunukan. Pertanyaan diajukan kepada informan yang diduga
mempunyai informasi yang dapat menjelaskan fenomena yang tegadi. Dengan
demikian pertanyaan dan jumlah informan dapat berkembang tergantung
d1nam1ka yang berkembang di tempat penelitian.

Adapun bentuk pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut: -
A. Tmplementasi Kebijakan

1. Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (i), Inspektorat (ii) dan

Kepala DPKAD/ Kepala UPTD :

a. Menurut bapak apakah penggunaan barang milik daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sudah dapat dipertanggung jawabkan
dengan benar ?

b. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik
daerah yang telah dilakukan ?

c. seperti apa mekanisme rekrutmen pengelola barang ?

Bagaimana penyediaan anggaran dan lainnya dalam pengelolaan barang
milik daerah ?

e. apakah ada standar operasional yang telah ditetapkan dalam
pengelolaan barang milik daerah ?

2. Penyimpan barang (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (i), Inspektorat (ii)
dan Kepala DPKAD/ Kepala UPTD )

a. Upaya apa yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan
kebijakan ?

b. apa saja hambatan yang dihadapi dan langkah apa yang telah dilakukan
?

3. Pengurus barang (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (i), Inspektorat (ii) dan

Kepala DPKAD/ Kepala UPTD )
a. Upaya apa yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan
kebijakan ?
Universitas Terbuka

e
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| b. apa saja hambatan yang dihadapi dan langkah apa yang telah dilakukan
?

B. Faktor yang mempengaruhi (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1), Inspektorat
(i) dan Kepala DPKAD/ Kepala UPTD )
1. faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengelolaan aset ?

C. Upaya menjaga konsistensi

1. upaya apa saja yang periu dilakukan dalam -menjaga konsistensi kebijakan 7

Universitas Terbuka
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